BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Tinjauan pustaka dalam penulisan Taskap dengan judul: “Penanaman
Budaya Anti Korupsi Melalui Pendidikan Guna Meningkatkan Ketahanan
Nasional,” akan diuraikan beberapa sub-sub judul sebagai dasar rujukan
yang secara ringkas meliputi hal-hal sebagai berikut: peraturan perundang-
undangan yang relevan terkait budaya anti korupsi dan pendidikan yang
relevan, teori-teori yang berkaitan dengan budaya anti korupsi, pendidikan,
serta teori-teori yang berkaitan dengan lingkungan strategis dan juga terkait
dengan ketahanan nasional.

Selanjutnya juga akan diuraikan dalam sub-sub judul berikutnya terkait
dengan data-data yang terkait persoalan anti korupsi dan pendidikan
terutama terkait budaya anti korupsi, juga hal-hal yang berkaitan dengan
lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dan pengaruhnya

dengan ketahanan nasional.

Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam tinjauan pustaka

terkait judul taskap sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi:

a. UUD NRI 1945.

Pengaturan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tidak
mencantumkan secara eksplisit istilah anti korupsi, istilah korupsi baru
dicantumkan setelah perubahan/amandemen pada tahun 1999-2002,
sebagaimana tardapat pada Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A dinyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
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berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Selanjutnya Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau \Wakil
Presiden.”

Kedua pasal UUD NRI 1945 tersebut diatas memuat klausul
mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang salah satunya
adalah korupsi. Akan tetapi, spirit dan jangkauan konstitusionalitas
antikorupsi dalam UUD NRI 1945 tidak lebih maju daripada UUD RIS
1949 dan UUDS 1950. Basis konstitusionalitas anti korupsi dalam
UUDNRI 1945 bersifat limitatif.

Undang-Undang Rl Nomor. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 8 UU KKN dinyatakan bahwa: “

1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara
merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Peran serta masyarakat tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat
(1) UU No. 28 Tahun 1999, dapat dilakukan dengan cara: (a) Hak
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mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang
penyelenggaraan negara; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan
yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; (c) Hak
menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan penyelenggara Negara; dan (d) Hak
memperoleh perlindungan hukum. Pasal 8 jo Pasal 9 UU KKN,
sebagaimana tersebut diatas menunjukkan istilah anti korupsi,
budaya anti korupsi atau bahkan pendidikan anti korupsi juga
belum secara eksplisit maupun implisit dalam ketentuan UU KKN
tersebut.

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999.
Pasal 41 UU Tipikor dinyatakan bahwa:

1)

2)

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk :

a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani
perkara tindak pidana korupsi;

d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang
laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
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(1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c;

(2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,
dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi,
atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan
berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma
sosial lainnya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta
masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat
dan pemerintah dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup dan
kehidupan suatu bangsa di masa yang akan datang. Selanjutnya,
pendidikan harus mampu mengantisipasi kondisi di masa depan yang
senantiasa berubah dan kontekstual dengan perkembangan budaya
yang ada akibat adanya proses interaksi yang ada dengan negara-
negara lain atau bertemunya dua budaya atau lebih. Pendidikan juga
merupakan adanya proses interaksi mendalam yang terjalin secara erat
antara peserta didik dengan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan
yang diinginkan.
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Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
pemerintah wajib melaksanakan suatu pendidikan nasional yang
mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta akhlak mulia. Selain itu, sistem pendidikan nasional
juga harus mampu menciptakan peserta didik yang dapat menghadapi
tantangan dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan
global.?

Selanjutnya dijelaskan definisi pendidikan adalah sebagai berikut:®
“.... adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara’.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa pentingnya
pendidikan sebagai upaya dalam rangka mengembangkan potensi-
potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian serta
akhlak mulia yang didasarkan pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia.*

Selanjutnya dijelaskan bahwa bahwa pendidikan nasional yang
ada harus berfungsi dalam rangka mengembangkan kemampuan dan
watak serta peradaban bangsa bagi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia.® Kemudian, pendidikan nasional juga harus
mampu dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural.®

Berdasarkan hal tersebut di atas dijelaskan bahwa aturan

pendidikan nasional Indonesia yang di atur melalui UU No.20 Tahun

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Konsideran Menimbang.

® _Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1

butir 1.
. Ibid., pasal 1 butir 2 jo pasal 1 butir 3.

®  Ibid., pasal 3.
®  Ibid, pasal 4.
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2003 telah menjadi bagian normatif yang tidak terpisahkan dalam
rangka menjadi bagian sebagai upaya menanamkan nilai-nilai
keagamaan dan budaya bangsa, salah satunya adalah budaya anti
korupsi. Nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur bangsa yang menjadi
tujuan dilaksanakannya pendidikan nasional di Indonesia harus mampu
dan mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Korupsi harus dianggap sebagai nilai yang bertentangan dengan
nilai agama manapun yang diakui oleh Indonesia dan bertentangan
dengan budaya bangsa Indonesia yang telah diturunkan secara turun
temurun. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang diajarkan dalam
jenjang pendidikan yang ada di Indonesia harus mengakomodir
pembelajaran anti korupsi di dalamnya, dalam berbagai jenjang yang

ada.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan yang
ada di Indonesia, pendidikan tinggi menjadi salah satu sarana penting
dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi di kalangan peserta
didiknya (dalam hal ini adalah mahasiswa). Oleh karena itu, dalam
rangka mencapai tujuan yang diinginkan maka keberadaan pendidikan
tinggi harus mampu di topang dengan aturan hukum yang memadai
dalam rangka mencapai sistem pendidikan nasional yang ada.

Sebagai amanat pasal 31 UUD 1945 khususnya ayat (3)
menegaskan bahwa penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi harus
tetap merujuk pada sistem pendidikan nasional yang dapat
meningkatkan keimanan da ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta akhlak mulia. Keberadaan Perguruan Tinggi harus mampu
menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,

dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
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memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.’

Keberadaan UU tentang Pendidikan Tinggi ini dalam rangka
memastikan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang
dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta akhlak mulia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya di jelaskan dalam pasal 4 bahwa Pendidikan Tinggi
berfungsi untuk :

1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa;

2) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive,
kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui
pelaksanaan Tridharma; dan

3) Mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Kemudian, ditegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan dalam
rangka mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.®

Sebagai implementasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Pendidikan Tinggi, maka tiap institusi Pendidikan tinggi wajib menyusun
suatu kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang ada. Kurikulum ini di buat dalam rangka
memastikan bahwa tujuan pendidikan tinggi dapat terwujud dalam
serangkaian mata kuliah yang diberikan kepada peserta didik pada tiap
institusi pendidikan tinggi yang ada.

" Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran

Negara Nomor 158 Tahun2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336, Bagian Penjelasan.

® Ibid., pasal 4 ayat 1.
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Selanjutnya di tegaskan bahwa dalam pasal 35 ayat 3,
menjelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, wajib memuat mata kuliah:

1) Agama;

2) Pancasila;

3) Kewarganegaraan; dan
4) Bahasa Indonesia.

Hal ini menegaskan dengan diberikannya mata kuliah
sebagaimana ditegaskan tersebut di atas dalam rangka tercapainya
tujuan hakiki dari pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam
UU Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tahun 2003.

Selanjutnya, dijelaskan keberadaan mata kuliah agama islam
sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), pada dasarnya tidak
menjadikan mahasiswa sebagai ahli di bidang agama Islam, melainkan
untuk menjadikan mereka semakin taat menjalankan perintah agama
dengan baik dan benar. Mata kuliah agama, beserta dengan mata
kuliah wajib umum lainnya harus menjiwai dalam pengembangan
kurikulum pada pendidikan tinggi dan diharapkan mampu menghasilkan
lulusan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta
kemampuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang datang
dan mampu menahan diri dari berbagai ujian yang datang dari luar
dirinya.®

Dalam kontkes pengembangan terhadap kepribadian mahasiswa,
mata kuliah agama islam merupakan instrument untuk membentuk
pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan untuk
selanjutnya, dilaksanakan secara sadar dalam bingkai pemahaman,
penghayatan dan pengamalan dalam ajaran islam untuk seluruh
mahasiswa yang mengikutinya. Selanjutnya, mata kuliah Pancasila
dan/atau mata kuliah kewarganegaraan, bahwa bangsa Indonesia pada
perkembangannya menghadapi tantangan yang cukup berat dimana

peluang dis-integrasi bangsa selalu siap datang kapan saja, sehingga

° . Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAIl) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
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perlu dikuatkan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Salah
satu langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah
dengan selalu membina rasa kebangsaan dan jiwa patriotism serta
kecakapan partisipasi kewarganegaraan bagi mahasiswa sebagai calon
pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dengan demikian,
membina wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan partisipasi
kewarganegaraan harus terus di kembangkan.

Keberadaan dua mata kuliah ini juga merupakan amanah dari
pasal 9 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
sebagai salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam
bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam mata kuliah
Pancasila dan/atau kewarganegaraan. Selanjutnya, hal ini ditegaskan
kembali dalam Perpres Rl nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, dimana bahwa capaian pembelajaran
umum bagi semua jenjang pendidikan adalah berperan sebagai warga
negara yang bangga dan cinta tanah air.™

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengembangan kurikulum
Pendidikan Tinggi harus berlandaskan pada keberadaan Mata Kuliah
Wajib Umum (MKWU) yang tercantum dalam UU Pendidikan Tinggi
dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Hal
ini tentu saja sejalan dengan upaya menanamkan budaya anti korupsi

melalui integrasi dalam sistem pendidikan nasional Perguruan Tinggi.

f.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka menanamkan budaya antikorupsi pada setiap sendi
kehidupan, maka yang tak kalah penting adalah upaya melibatkan
masyarakat dalam berperan aktif dan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di

' Panduan Bimbingan Teknis Dosen Mata Kuliah Pancasila dan/atau Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Direktorar Jenderal
Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi, April 2018.
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Indonesia. Hadirnya PP ini merupakan amanah dari pasal 41 ayat (5)
dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam PP ini mengatur mengenai hak bagi setiap orang,
organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya
dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran-saran yang
di perlukan kepada aparat penegak hukum mengenai perkara tindak
pidana korupsi.'" Hal terpenting dari aturan ini adalah jaminan
perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang telah
berkontribusi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi
pada suatu kasus tertentu dalam bentuk perlindungan hukum yang
diperlukan baik daam bentuk status hukum maupun rasa aman. Aspek
kerahasiaan identitas juga menjadi penting di lindungi oleh penegak
hukum yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tertentu.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa bagi setiap orang, organisasi
masyarakat , atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa
dalam membantu pencegahan dan pemberantasan antikorupsi di
Indonesia berhak atas penghargaan yang dapat berupa piagam atau
premi. Dengan demikian, keberadaan PP ini dalam rangka mengajak
masyarakat dalam rangka terlubat secara aktif menanamkan budaya
antikorupsi dengan menimbulkan kepedulian untuk melaporkan jika ada
dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tertentu tanpa adanya
kekhawatiran akan keamanan bagi pelapor.

Kerangka Teoritis
Kerangka teori yang dipergunakan dalam penulisan Taskap sesuai

judul diatas menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai berikut:

a. Teori pencegahan tindak pidana korupsi.

11

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3995.



19

Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan
dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan
korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang
untuk dilakukannya tindak pidana korupsi. Menurut Bassiuni,
sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi bahwa tujuan-tujuan yang
ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan
sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi dan
kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut'?:

1) Pemeliharaan tertib masyarakat;

2) Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan;

3) Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan
atau pelanggar hukum;

4) Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-
pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat
kemanusiaan dan keadilan individu.

Sehingga sangat tegas bahwa hukum pidana harus disepadankan
dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan
kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka sangat tepat bahwa
pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan
kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan
suatu langkah kebijakan atau policy yang merupakan bagian dari politik
hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan
politik sosial. Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dengan
menitikberatkan pada faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana
korupsi. Faktor kondusif sebagaimana dimaksud di antaranya berpusat
pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan tindak pidana
korupsi di Indonesia.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah
pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan

kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu,

"2, Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Citra AdityaBakti,
1996), him. 36-45
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pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu
kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya
pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu
dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif
secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya
datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam
pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja
dilakukan untuk mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau
kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah
tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut
dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak
ataupun merugikan.™

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses,
cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal
tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum
terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan
upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Berbeda dengan
pencegahan, penanggulangan atau pemberantasan korupsi ditujukan
kepada pelaku-pelaku korupsi. Artinya penanggulangan atau
pemberantasan dilakukan pada saat korupsi sudah dilakukan,
penekanannya pada tindakan represif dan reaktif. Sehingga kebijakan
tentang penanggulangan korupsi ini pada dasarnya sama sekali tidak
membuat korupsi hilang.™

b. Teori budaya anti korupsi
Konsep budaya anti korupsi ini bersumber dari nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila yang meliputi sifat religious, bersifat
kekeluargaan, bersifat hidup serba selaras, dan bersifat kerakyatan,
termasuk juga sifat anti korupsi. Hingga saat ini masih terdapat
anggapan bahwa segala permasalahan pemberantasan korupsi hanya

'3 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional”,
Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999, him. 83-96.

" Leden Marpaung,”Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan’, Jakarta: Bina
Grafika. 2001, him.10.
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dapat diselesaikan dengan undang-undang, padahal hukum baru

bermakna apabila dijalankan dan ditegakkan dalam praktek secara

nyata. Apabila penerapan suatu peraturan perundang-undangan tidak
dengan upaya pencegahan, maka penegakan hukum tersebut masih
kurang maknanya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Teori budaya anti korupsi ini merupakan salah aspek dalam teori
sistem hukum yang mengkaji permasalahan mengenai hambatan-
hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak
pidana korupsi. Sebagaimana teori sistem hukum dikemukakan oleh
Lawrence M. Friedman, maka sistem hukum meliputi'®;

1) Struktur hukum (legal structure), yaitu bagian-bagian yang
bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada
dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan,
pengadilan.

2) Substansi Hukum (Legal Substance), yaitu hasil aktual yang
diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan
undang-undang.

3) Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu sikap publik atau nilai-nilai
komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya
sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan
bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam
kerangka budaya milik masyarakat, salah satunya merupakan
nilai-nilai anti korupsi.

Budaya anti korupsi menjadi faktor yang sangat penting terkait
bekerjanya hukum dalam memberantas korupsi. Semakin masyarakat
melaksanakan perilaku anti korupsi maka hal ini justru akan
mengurangi angka korupsi yang pada akhirnya akan meningkatkan
ketahanan nasional.

Adanya perilaku yang koruptif tersebut tumbuh subur karena
dorongan dari masyarakat itu sendiri, yang menginginkan mendapatkan

pelayanan yang instan tanpa melalui aturan yang berlaku. Perilaku

', Otie Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali. PT Refika Aditama, Bandung, him. 153-154.
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sebagian dari masyarakat tersebut secara tidak sadar dapat
menghancurkan integritas dari petugas, penguasa atau pihak-pihak

yang berwenang.

c. Teori Kebijakan Non Penal

Kebijakan Non penal memiliki pengertian yakni kebijakan yang
berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan
sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan menangani dan
menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan
terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain
berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang
secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu
kejahatan atau tindak pidana termasuk pula tindak pidana korupsi.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak

pidana korupsi adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana), tetapi dapat juga denga menggunakan sarana-sarana

yang non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif

terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya
yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara

menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat di

laksanakan dalam beberapa cara'®:

1) Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan
mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan
penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum, termasuk
juga pembudayaan nilai anti korupsi melalui pendidikan.

2) Cara abolisionik dimana cara ini muncul dari asumsi bahwa
korupsi adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan
terlebin dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian
diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-
sebab tersebut.

. Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana’, (Semarang: Badan Penerbit
UniversitasDiponegoro, 1995), him.8.
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Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi
masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada
tindakantindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
serta menghukum orang-orang yang telah melakukan korupsi
berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dilihat dari sudut
pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal
mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak
pidana korupsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat
mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan
Negara yang teratur."’

Upaya penaggulangan kejahatan non- penal dapat berupa™®;

1) Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment)

2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

3) Pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on
crime and punishment mass media).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal
lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan
korupsi dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau
kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh

suburkan kejahatan.

d. Teori Peraturan perundang-undangan

Teori peraturan perundang-undangan dipergunakan karena
norma-norma hukum yang tercantum dalam UUD 1945 mempunyai
kedudukan secara berjenjang dalam suatu hirarki tata susunan, yang
lebih rendah berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi dan
berakhir pada norma dasar yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum. Walaupun ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
menunjukan dianutnya kedaulatan rakyat, namun dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara

'"_ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him. 48.
'8 Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1981), him. 124.
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hukum” yang mengandung makna dianutnya kedaulatan hukum, yaitu

kekuasaan negara bersumber dari hukum.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang wet in
materiele zin melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti
materil yang esensinya antara lain sebagai berikut'®:

1)  Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis yang
merupakan kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht written law).

2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau
lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang
membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum
(algemeen).

3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak
dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat
umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-
undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu
tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah
perundang- undangan (legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung)
mempunyai dua pengertian:

1)  Perundang-ndangan merupakan proses pembentukan/ proses
membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat
maupun ditingkat daerah.

2) Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang
merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat
pusat maupun di tingkat daerah.

Implementasi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ditindaklanjuti dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan Pasal 7 jo Pasal

. Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta:
Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke-1, him. 5.
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8 mengatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan. Sehingga
teori peraturan perundang-undangan ini relevan untuk dijadikan salah
satu teori terkait penumbuhan budaya anti korupsi melalui pendidikan

guna meningkatkan ketahanan nasional.

e. Teori Ketahanan nasional

Konsepsi tannas Indonesia ini sangat penting karena terkait
dengan permasalahan korupsi yang sudah sangat masih terjadi dalam
berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan berpengaruh
terhadap ketahanan nasional bangsa terutama dalam mewujudkan
salah tujuan nasionalnya yaitu mensejahterakan masyarakat.20

Terkait dengan penanaman budaya anti korupsi melalui
pendidikan, sangat erat kaitannya dengan gatra sosial budaya dimana
wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan
sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan
Pancasila. Selanjutnya terkait aspek pendidikan yang merupakan
bagian dari gatra sosial budaya merupakan upaya sadar dan tertib
untuk merubah dan mengembangkan sikap, perilaku dan nilai sosial

budaya kearah yang dikehendaki termasuk terkait budaya anti korupsi.

10. Data Dan Fakta

Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi sejak tahun 2012 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025
dan jangka menengah tahun 2012-2014. Kemudian dilakukan perubahan
peraturan  perundang-undangan terkait upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

2 Tim Pokja Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Hari Mulyono, dkk, Bahan Ajar Bidang Studi
Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional RI, JI. Merdeka Selatan 10, Jakarta Pusat,
Tahun 2021, him. 58-59.
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Stranas Pencegahan Korupsi tersebut lebih fokus dan sasarannya sesuai
dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa
kecenderungan terjadinya korupsi di Indonesia sudah menurun secara

kuantitas. Keadaan tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ini®':

Grafik 1, Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara
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Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga semakin bertambah
kompleks karena adanya faktor lain yang mempengaruhinya, seperti
persoalan saling berkelindannya antara upaya pemberantasan korupsi
dengan faktor politik, faktor ekonomi, social, serta budaya. Pada poin ini,
keadaan saling silang antara unsur penegakan hukum dan politik menjadi
problem yang perlu direspons dan dicarikan solusinya. Bahkan, faktor politik
tersebut tidak hanya mempengaruhi soal aktivitas pemberantasan
(pencegahan dan penindakan) korupsi, tapi pada akhirnya juga

' Saiful Rijal Yunus “Tiga Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK,” diakses pada
tanggal 30 September 2021.
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bersinggungan dengan soal kelembagaan KPK. Namun, persinggungan
seperti itu untungnya masih tetap bisa direspons oleh KPK secara positif,
sehingga kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi tetap masih
bisa menunjukkan sejumlah prestasi yang membanggakan. Dalam semester
pertama tahun 2021 ini, KPK sudah berhasil menyetorkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara senilai Rp.92,03 miliar, dan
setoran itu berasal dari: gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
sebesar Rp.760 juta; pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan
pengadilan sebesar Rp.73,72 miliar; pendapatan denda dan penjualan hasil
lelang korupsi serta tindak pidana pencucian uang sebesar Rp.11,84 miliar;
dan pendapatan lainnya sebesar Rp.5,71 miliar. Data tersebut menjadi bukti
sekaligus dapat memberikan pemahaman bahwa, hingga saat ini, KPK
cukup tetap bisa diandalkan sebagai salah satu ujung tombak
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi telah dilakukan upaya awal dengan membuat data indek korupsi,
sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016). Data tersebut dilakukan survei
oleh BPS yang bertujuan mengukur pada tingkat permisifitas masyarakat
dalam perilaku anti korupsi yang menggunakan Indeks dari Perilaku Anti
Korupsi (IPAK). Dalam survei tersebut diukur perilaku masyarakat dengan
tindakan korupsi yang meliputi skala kecil (petty corruption) dan tidak
mencakup korupsi pada skala besar (grand corruption). Data yang
dikumpulkan meliputi pendapat dari kebiasaan di masyarakat dan
pengalaman berhubungan dalam layanan publik untuk hal perilaku
penyuapan (bribery), gratifikasi (gratification), pemerasan (extortion), dan
nepotisme (nepotism).

Berdasarkan survei tersebut IPAK Indonesia pada tahun 2021 sebesar
3,88 pada skala 0 sampai 5. Apabila dibandingkan dengan angka pada tahun
2020, lebih yang capaiannya hanya sebesar 3,84. Selanjutnya nilai indeks
apabila semakin mendekati angka 5, maka hal itu menunjukkan bahwa
masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya semakin mendekati
angka 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap
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korupsi. Adapun nilai indeks persepsi tahun 2021 sebesar 3,83, dimana
terjadi peningkatan sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan pada tahun 2020
yang hanya sebesar 3,68. Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90)
sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020
(3,91). IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding
masyarakat perdesaan (3,83). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat
cenderung semakin anti korupsi. Selanjtnya pada tahun 2021, masyarakat
yang berpendidikan di bawah SLTA nilai IPAK nya hanya sebesar 3,83,
sedangkan anak-anak SLTA sebesar 3,92, dan selanjutnya yang di atas
SLTA sebesar 3,99. Kemudian pada tahun 2021, masyarakat yang berusia di
bawah 40 tahun mempunyai IPAK sebesar 3,89, sedangkan yang berusia
40-59 tahun sebesar 3,88 dan yang berusia 60 tahun atau lebih hanya
sebesar 3,87.%

11. Lingkungan Strategis
Perilaku korupsi sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik

global, regional dan nasional.

a. Global

Lingkungan strategis secara global dapat dijelaskan akan adanya
beberapa konvensi internasional terkait pemberantasan tindak pidana
korupsi yang menjadi komitmen masyarakat internasional dari banyak
negara termasuk Indonesia dalam pemberantasan korupsi, maka
lahirlah UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) pada
tahun 2003. Indonesia pada saat itu pula terpilih sebagai salah satu
negara yang dijadikan Pilot Project dalam implementasi, dimana
Indonesia bersedia di review oleh negara lain. Dalam hal ini Indonesia

bersedia di review oleh Belanda dan Jordania mengingat review yang

2 Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkat
Dibandingkan IPAK 2020, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-
anti-korupsi--ipak--indonesia-202 1-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html, diakses 27 Juli
2021.
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dilakukan bersifat mutual atau timbal balik, maka Indonesia juga berhak
mereview hasil yang dicapai kedua negara tersebut.?

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang
diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko
bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia
untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Dengan
ikutsertanya Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 21 maret 2006
yang kemudian diikuti dengan disyahkannya UU Nomor 7 tahun 2006,
menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk benar-benar
mengimplementasikan konvensi ini. Adanya dukungan internasional
yang kuat melalui konvensi ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia
dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan perundangundangan
khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah berubah 5 kali, akan
tetapi peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak
memadai karena belum secara khusus membahas tentang kerjasama
internasional dalam hal pengembalian asset.?* Disahkannya UNCAC
2003 juga tidak begitu saja sanggup mengatasi masalah korupsi yang
menggerogoti bangsa ini. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak
usaha dan kesungguhan tidak hanya dari institusi penegak hukum
namun juga dari seluruh elemen masyarakat, karena pelaksanaan
UNCAC tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga menuntut
peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat madani (civil society).
Perhatian PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun
2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB
Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini
menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen Hukum

Internasional anti korupsi secara global untuk menjembatani sistem

2 Romli Atmasasmita, “Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional”,
(Bandung: Mandar Maju, 2004), him. 4-5.

*_ Deplu. (2008) UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003, Departemen Luar
Negeri Repuplik Indonesia, Jakarta, him. 37.
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hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut
dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas
negara. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against
Corruption. Sampai tahun 2010, terhitung 141 negara pihak telah
menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145
negara. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang
kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat
dalam UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka
masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC
adalah Indonesia, yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui
UU Nomor 7 tahun 2006.

Ada beberapa tujuan dari UNCAC yaitu: Pertama, meningkatkan
dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas
korupsi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan,
memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan
teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk
pengembalian asset. Ketiga, meningkatkan integritas, akuntabilitas dan
pengelolaan manajemen masalah-masalah dan kekayaan publik yang
baik dan benar.

Pada dasar pembentukannya, UNCAC 2003 lebih konsen
bertujuan mengupayakan pencegahan korupsi dengan memperbaiki
transparansi dan meningkatkan integritas birokrasi pemerintahan.
Untuk itu setiap negara disarankan memiliki lembaga pemberantasan
korupsi yang efektif, birokrasi yang transparan, peningkatan partisipasi
masyarakat melalui budaya anti korupsi, dan memperbaiki lembaga
pemerintah, termasuk peradilan dan sektor swasta mengenai kode etik,
pelaporan kasus korupsi, benturan kepentingan, pengadaan barang
dan jasa, serta pencegahan tindak pidana pencucian uang.



31

b. Regional

Memperhatikan saat ini bahwa dunia sudah saling terhubung
dengan system informasi yang sudah sangat terbuka, maka kejadian
peristiwa baik itu politik maupun peristiwa lainnya terutama mengenai
maraknya tindak pidana korupsi yang sudah merupakan tindak pidana
extra ordinary crime dan juga transnasional, mengingat uang hasil
tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dapat saja oleh pelaku
tindak pidana korupsi baik itu oleh individu maupun oleh korporasi,
biasanya dilarikan ke negara-negara diluar Indonesia seperti di
Singapura, Swiss, Austria, yang sangat terbuka sistem perbankannya.
Kerjasama internasional sangat diperlukan oleh Indonesia dengan
negara-negara yang diduga menampung dana hasil korupsi yang
dilakukan di Indonesia, diantara kerjasama Interpol dan juga dengan
komisi pemberantasan korupsi Negara-negara tersebut, guna dapat
menarik kembali asset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Oleh karena untuk mengurangi tindakan korupsi merupakan
proses yang panjang, yang memerlukan upaya terus menerus dari
pemerintah dan masyarakat sipil. Tanpa stabilitas politik, proses yang
terus menerus dan panjang tersebut tidak efektif. Selain itu, stabilitas
politik merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum dan
penegakan hukum merupakan prasyarat untuk mengendalikan korupsi.
Negara yang tidak stabil cenderung menyalahgunakan politik yang
relatif singkat untuk kekuasaan mereka dalam mendapatkan
keuntungan pribadi mereka melalui korupsi. Negara-negara
berkembang dikenal dengan tingkat korupsi yang sangat besar. Hal
tersebut menjadi perhatian utama untuk setiap pemerintah dan warga
negara yang baik dari bangsa tersebut. Jumlah yang tak terbayangkan
dari dana yang dikeluarkan untuk mengekang atau melawan korupsi,
sesuatu yang tidak seharusnya jika hanya orang-orang atau warga
negara dapat menyadari integritas dan nilai yang berada di atas hal

lainnya.?

* Happy Febrina Hariyani, dkk, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan
Asia Pasifik, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 5 Nomor 2, him. 32-34,
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Demikian juga, sistem tidak lagi harus membuka jalan untuk
korupsi. Sebuah sistem yang lemah dan miskin standar hidup adalah
kekuatan pendorong utama untuk korupsi yang gencar terjadi di negara
berkembang. Di negara-negara berkembang, korupsi mengambil
bentuk atau fase yang berbeda. Beberapa bentuk tersebut berupa
overpricing, percepatan pembayaran ilegal, fasilitasi kontrak,
penawaran rigging publik untuk kontrak melalui manipulasi peraturan
dan menjual informasi, dana ilegal, pengalihan dana untuk proyek
khusus, pencucian uang, dan sejenisnya. Secara global dampak
maraknya perlikau korupsi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara
negara, terutama dalam kitannya dengan pemberian sektor perizinan
tentu akan menyebabkan keengganan investor modal asing baik
swasta asing maupun Negara asing untuk menanamkan investasinya di

Indonesia.

c. Nasional. Keempat lingkungan strategis nasional yang dapat
mempengaruhi tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Dimensi Ekonomi

Korupsi sangat menghambat dan mempersulit pembangunan
ekonomi serta mengurangi kualitas pelayanan pemerintah antara
lain dengan membuat kekacauan (distorsi) dan ketidak efesianan
yang tinggi. Korupsi dalam mengurangi pemenuhan dari syarat-
syarat untuk keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-
aturan lain. Perliku korupsi terkait dimensi ekonomi disebabkan
adanya persaingan dengan tidak kompetitif antara pelaku ekonomi
karena semua proses biasanya dilakukan melalui adanya suap
atau gratifikasi.

2) Dimensi Sosial

Dalam dimensi sosial, korupsi adalah suatu perilaku yang

menyimpang oleh kelompok orang yang dilakukan secara

bersama-sama dan melanggar norma-norma sesuai yang berlaku

https://media.neliti.com/media/publications/260687-none-463ccb7b.pdf, diakses pada tanggal
28 Agustus 2021.
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di masyarakat. Perilaku menyimpang korupsi adalah salah satu
dari bentuk penyimpangan sosial, oleh karenanya perlu dilakukan
upaya pengendalian sosial melalui sistem mendidik dan
mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Perlilaku mendidik
dimaksudkan supaya dalam diri seseorang memiliki perubahan
sikap dan tingkah laku dalam bertindak yang sesuai dalam norma-
norma yang berlaku agar bersikap tidak korupsi.
Dimensi politik

Korupsi dalam dimensi politik biasanya terjadi dalam
pemilihan umum dan juga dalam badan legislatip termasuk juga
dalam penentuan anggaran. Korupsi yang berkaitan dengan
dimensi politis ini sering menguntungkan pemberi suap, misalnya
pada saat polittkus membuat peraturan untuk melindungi
perusahaan besar, tetapi justru merugikan bagi perusahaan-
perusahaan kecil. Secara umum korupsi menyebabkan
terganggunya kemampuan dari institusi pemerintah, karena terjadi
pengabaian terhadap prosedur, penyedotan sumber daya, dan
juga pihak yang mendapatkan jabatan tidak mempunyai
kapabilitas dan juga integritas.
Dimensi Budaya

Dalam dimensi budaya, tindakan mencegah, mengurangi
juga bahkan dalam memberantas korupsi merupakan upaya agar
dapat mendorong generasi yang akan datang dapat
mengembangkan sikap untuk tidak bersedia dalam menerima dan
bahkan menolak dengan tegas pada setiap bentuk tindakan
korupsi. Perubahan persepsi tersebut dari sikap membiarkan dan
menerima ke sikap untuk menolak terhadap tindakan korupsi tidak
akan dapat terwujud apabila tidak dilakukannya pembinaan
secara sadar kepada generasi mendatang dalam memperbarui
system nilai yang diwarisi sesuai pada tuntutan yang muncul di

setiap tahap dari perjalanan bangsa.






